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W’Al..lHUl"A PADANG,

bahwa untuk melaksanakan keteatwan Pasai 31 Peraturan Daerah
Kot: Padang Nomor 18 Tahun 2002 tertang Pajak Restoran perluy
meactapkan Kepulusan Walikola Padang ientang  Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pajak Restoran,

Undang-undang  Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Dacruh Otonom  Nata Besar  Dalam  Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran Negara Tanun 1936 Nomaor
20},

Unilang-undang Nomor 8 Tahun 198§ tertang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 ('lambahan Lembaran
Nepari Nomor 3286).

Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacran dan
Retribusi  Daerah  (Lerabaran Negara Tzhun 1997 Nomor 41
(Tambahan Lemnbaran Negara Nomor 3683} sebagaimana telah
diubah denpan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 {Lembaran

Negara Tahun 2060 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048}

Undang - undang Neimor 19 Tabun 1997 watang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa ( Lembaran Negawa tahun 1997 Nomor 42
Tambahan Lembaran JNegara Nomor 3686) sebagwmana telah
divbah dengan Undang-undang  Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran
MNepara Nomor 39871

Undang-undang Nomor 22 Tahun [699 tentang Pemenntahan

Daerah (Lembaran Nesara  Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Hmﬁur 3839):

i
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomo: 37 Tambahan Lembaran
Negara Momor 4189):

Peraturan Pemerimiah Nemor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Baias Wilavah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Padang (Lembaran
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Nesara Tahun 1930 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomaor
21040

Peraturan Pemenntah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Penuelelaan
dar Pertanppungjswaban Keuingan Daerah {Lembaran Negara

tahun 2100 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara domor
4022y,

Perattcin Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4158).

Keputusan Presiden Nomor 44 Tabun (699 rentang Tekmk
Peavusunan Peraturan  Perundang - undangan dan Bentuk
Rancangan Undanpe - undang , Rancangan Peraturan Pemenniah,

dan Rancangan Keputusan Presiden {Lembaran Neyara Tahun 1999
Nomor 70);

Keputusan Meneeri Dalam Negers Nomort 170 Tahun 1997 teatang
Pedoran Tata Cara Pemungutan Pajak Daeran :

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang

Kriterin Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan
dan Taw Cara Pembukuan :

_Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pzjak Daerah:

Keputusan Menterl Dalaml Negeri dan Otonomi Daerah Nomar 32
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah:

Peratyran Dacrah Kota Padang Momor < Tahun 2001 tentang

Pembentukan Susunan Orgunisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 10},

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak
Restoran { ].embaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35

|

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB 1
ARETENTUAN UMUM

Pasdl 1

Dalam Keputusan ini vang dimaksud dengan |
|, Daerah adalah Kota Padany.
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Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kota Padang.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang,

Pajak restoran selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan restoran.
Surat Pembentahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPL adalah Surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan‘atau
pembayaran pajak, objek pajak dan‘atau bukan objek pajak dan‘ziau hana dan
kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undanyan perpajakan Daerah.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dacrah diwajibkan uniuk  melaksanakan
pembayaran pajak vany lerutang, lermasuk pemunguian atau pemotongan pajak
fententy. ]

Dinas Pendapatan adaiah Dinas Pendapatan Kola Padang.

Menetapkan SKPD secara jabatan adalah Pemerintah Daerah menetapkan
jumiah pajak yang harus d:bayar oleh wajib pajak.

Surat Ketelapan Pajak Dacrah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat
keletapan Pajak yang meneniukan besarnya jumlah pokok paiak

10, Pajak Dacrah adalah iuran wajib yang ditakukan olch orang pribadi/badan kepada

Daerah tanpa imbalan Jangsung vang seimbang vang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku yang digunakan untuk
membiava: penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan perabangunan Daerah.

|1. Restoran adalah tempat menyantap makpnan danfatan minuman yang disediakan

dengan dipungut bavaran, tidak termasub jasa boga atau caenng.

1 2. Nota Penjuatan (Bill) adalak tanda bukti'pembayaran vanpe mencerminkan berapa

seharusnya walib pitjak menvelorkan pajaknya.

13. Cash Remsier adalabh mesin penghitung yang digunakan untuk menghitung

jumlah pemba~aran konsumen.

|4, Perporasi adalzh alat yang digunakan untuk melegalisas: benda berharga vang

dilaksanakan oleh [hnas Pendapatan..

15. Pajak vany terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak, dulam Tahun Pajak, auau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
peraturan perundany-undangan perpajakan daerzh.

16. Objek Pajak adalah pelayanan vang disediakan restoran dengan pembayarin.
| 7. Pembukuan adalah suatu proses puncz:l:l'mn yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan isformast kebongan yang mel.puti hara, kewajiban,
modal, penghasilan dan biava, seria jumlah huna perolehan dan penyerahan
barany ataw jasa, yang dilutup dengan menyvuson laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba rug pada setiap Tahun "ajak berakhir,

18, Pemungutan adalah suatn rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek dan subiek pajuk, penentuan besamya pajak vang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada wajp:b pajak serta pengawasin puryetorannya.,

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. vanpg dapat disingkat

SKPDKIY adalah surat keputusan 3.+any,:mfncntukan tambahan atas jumlah pajak
vang welah ditetapkan,

|

BAB Il -
PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN PENGISIAN SPTPD

Pasn’t s

(1) Dinas Pendapatan menvampaikan SPTPD kepada wajib pajak.
(2} SPTPD wehagaimana ciznaksud avat { 1) dikembalikan dengan melampirkan:

2. Fowcopi Kartu Tanda Penduduk wajib pajak.
b. Forocop Surat {zin Usaha Perdagangan:



Fotocop Surat lzon Usaha R::su:nan;

Fatocops Sural Lain Tempat Usaha:

Foiocopl Akte Pendinan Perusahaan:

sural Kuasa apabila wajib paja berhalangan dengan disertai tolocopi Kartu

landa Penduduk pencerima kuasi

(3) Jihir Wajih pajak ndak mengembulikan SPTPR scbapaimana dimaksud avai (1),
maka Kepalu [dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah menetapkan SKPD
secara jabatan s 3

(4) Berhas vang dilerima scbagaimana dimaksud dalam avar {2) diberikan 1anda
tenma oleh Dinas Pendapatan.

— f—‘ '--'-l. ™

Pasal 3

(1) Berdasarkan SPFPD, Kepala [inas Pendapatan aias nama Kepala Daerah
menerbitkan SKPID, Nanu NPWP!P dan lembaran pemberitahuan pengenaan
pujak Jaerah,

{2) Lembiran Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayitt { 1) wajib dipasang olzh
wayit: pajak pada tempit vang mudah dilihat oleh penpunjung restoran,

BAR M1
TATACARA PEMBAYARAN

|’TEISHI 4

(1) Wapb Pajak menghitung, meiamrk}m dan menvetorkan pajaknya sendiri pada
has Dacrah berdasarkan pembukuannya.

{2) Pembayaran pajak sebagnimana dithaksud dalam ayat (1} adzalan berdasarkan
hasil perhitungan nota penjualan (hill) atau cash register.

(3) Bagi wajib paiak yang menggunﬂkan nota perjuzlan (bill) seb:igaimana
dimaksud ayat (2), herus diperporas bleh Dinas Pendapatan. '

(1 Nota penjuatan ¢bill) vang telah dtperporasi diserahkan pada wajib pajak dengan -

membuat Berita Acara Penyerahan, :

Pasal &

Wajib pajak vang wajib menggunakan nota penjualan (bill) a1au cash register adalah
¥ang restorannya memenuhi knleria sebagai berkut:

I Omsct penjualan per har lebih dari Rp. 1.600.000

Luds bangunan+ 5 x 10 M

Jumlah kursi lebik dari 30 buah:

Mempunyar sanitasi dan standar kesehatan vang cukup bagus:

Jems makanan bervarias;

Mempunyai pencrangan lisirik;

Sumber air yang digunakan memenuhi standar keschatan;

Mempunyai fasilitas pendukung latnnva; seperti tersedianva tempai parkir,
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BAB Y
CARA PENGIIITLINGAYN PAJAR

Pusal 6
TLiga sl AT 2LET i0ia :::-:n.-'.];uan CohE L NANYS JTeELGITRAN e u;jj:b
PaJak sesuan dengan jumiah vang dibas e oleh PCRPUIURNE (esioran.
(-} Contoh perhitungan pajak sebagaimana dimaksud ayat (| } adalah:

» Nasj Rp. XXX
*« Gereng Avam Rp. XNX _.
* Rendany ' Rp. XXX -
s Supdaging Rp. NN
«  Savur Rp. XXX
«  Panggang ikan J Rp. - xxx
"« Kerupuk - R XXX
Jumlah

3 Rp. 300,000 -
*« Pajak 10% x Rp. 343000, - Rp. 30.000,-

Jumlah vang harus dibavar pengunj un;} restoran Rp. 330.000.-
—— e T e —
Terhilung: (Tiga Ratus Tiga Puluh Riby Rupiah)

BAB V
PENYETORAN PAJAK

Pasal 7

Pajak tcrutane disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Dacrah, sclmbat - tambatnya
tangual 10 (sepueluh) seuup bulannva berdasarkan rekapitulasi nota penjualan (bill)
yang dikeluarkan setiap bulan atao Setiap mingge ataw setiap hari. | -

BABY
PEMBERIAN KERI {GANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal B

(1} Apabila wapb pajak tidak sanggup mempavar kewajibannya, wajib pajak dapa;
mengajukan surat permohonan kepada ¢pala Daerah melalui Kepala Dinas
Pendapatan untuk  mendapatkan pengurangan / kennganan ( pembebasan pajak
vang lerutany dan pembebasan sanksi administrasi.

(2} Berdasarkan surat permohonan wajib pajak. petugas yang dimnjuk akan
melakukan penelitian terhadap objek pajak.

(3} Dari hasil penelitian, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Dasrah akan
membuat Keputusan tentang permohonan yang dizjukan oleh wajib pajak.
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) BAB VII
PEMBUKUAN

Pasal 9

(1) Wapb pajak diwajibkan menyelenzearakan pembusuan vang cukup, sesual
dengan kaidah skuntass atau pembukuan yang lazim,

(2) Pembukuan dimaksud untuk mempermudah waptb pajak dalam mengelola
usananya sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan
pcmbinazn dan pengawasan usaha wajib pajak guna mengetahui jumiah
peredaran / omset yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.

(3) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat
pemenksazn, maka jumlah pajak terhutang akan ditewapkan secara jabatan.

(4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan yang berhubungan dengan usaha
wajth pajak harus disimpan selama 3 (lima) 1ahun.

BAB Vill
PENGAWASAN P&H PENERTIBAN

H
Pasal 10

(1) Setiap petugas Dinas Pendapatan yvang ditunjuk wajib melakukan pengawasan di
tapangan terhadap pemungutan dan pembayaran pajak,

(2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud avat (1) dilakukan uniuk menilai hal

" sebapai berikut
a. aspek pembukuan, dan pemakaian nota penjuatan(bill), cash register;
b. aspek kepatuhan perrungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

(3} Apabilz dalam melakukan pengawasan sebapaimana dimaksud avat (1} dan (2)
ditemukan pelangparan, petugas wajib melaporkannyva kepada Kepala Dinas
Pendapatan. .

(4) Apabila dalam melakukan pengawasan sebapaimana dimaksud avat (2)
ditemukan data baru, maka data tersebut dipakat schagai dasar untuk melakukan
lagihan susulan dengan menerbitkan SKPDKBT.

Pa1nl i1

(1) Jika setelah diterbitkannys SKPD, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan
Penpurangan wajib piyak tidak melaksanakan kewajibannva maka terhadap
wajib pajak diberikan teguran tertults selama 3 {tiga) kali berturut — trut.

(2} Jika teguran sebagaimana dimaksud datam ayat (1} tidak diindahkan, kepada
wajib pajak diberikan surat peringatan terrulis selama 3 kali berturut — turat,

Pasal 12

Apabtla jumiah yang masih harus dibavar tidak dilunasi dalam jangka waktu
scbagaymana ditentukan dalam surat teguran dan surat penngatan maka akzn ditagih
dengan sura1 paksa. |
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BAS 1X
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 13

Hal-hal vang belum diaiur dalam Keputusan wini sepanjang teknis pelaksanaan akan
diatur lebih lanjut depgan Keputusan lersn:tlndiri .

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinva memenntahkan pengundangan Kepotusan
int dengan penempatannya dzlam Lembaran Dacrah Kota Pading.

Ditetapian di Padang
pada iangual 8 DPes 2002
: L.a'

"-.

Divndangkan di Padany
pada tangual 28 Pgs” 2002
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BR.H“H MASRIL, I’A‘h’.«th
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